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ABSTRAK

EKSISTENSI ATURAN HUKUM POSITIF DALAM MENUNJANG
PENYIDIKAN PENYEBARAN BERITA BOHONG DI MEDIA SOSIAL

Oleh : Primus Adiodatus Abi Bartama

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji eksistensi
aturan hukum positif dalam menunjang penyidikan penyebaran berita bohong
di media sosial, dan juga untuk mengetahui dan mengkaji aturan hukum positif
yang seharusnya dirumuskan guna menunjang penyidikan penyebaran berita
bohong di media sosial. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian
ini adalah metode penelitian normatif, yang bertitik fokus pada peraturan
perundang-undangan untuk mengkaji konsistensi dan sinkronisasi peraturan
perundang-undangan dalam implementasi. Penyidikan dalam hukum acara
pidana adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan
mengumpulkan bukti. Bukti ini nantinya membuat jelas suatu tindak pidana dan
menemukan tersangkanya serta guna proses pembuktian. Salah satu yang
menjadi karakteristik khusus tindak penyebaran berita bohong di media sosial
sebagai tindak pidana siber (cybercrime) adalah proses penyidikan yang
berbeda seperti pada kejahatan konvensional. Jika dalam kejahatan
konvensional dilakukan secara fisik maka dalam kejahatan siber proses
penyidikan di lakukan secara computerized/paperless sehingga diperlukan tata
cara khusus dalam penemuan dan penanganan khusus terhadap bukti.
Eksistensi aturan hukum positif dalam menunjang penyidikan penyebaran
berita bohong di media sosial pada prinsipnya belum memadai sebagai landasan
pelaksanaan yang optimal dalam proses penyidikan berita bohong di media
sosial sebagai salah satu bentuk kejahatan teknologi informasi (cyber crime)
karena belum adanya ketentuan yang mengatur secara spesifik mengenai siapa
yang berwenang melakukan penanganan dokumen dan/atau informasi
elektronik sebagai alat bukti elektronik dan bagaimana penanganan dokumen
dan/atau informasi elektronik sebagai alat bukti elektronik dilakukan. Oleh
karena itu perlu dirumuskan aturan hukum positif terkait kewenangan dan
penanganan dokumen dan/atau informasi elektronik guna menunjang
penyidikan penyebaran berita bohong di media sosial dengan memperhatikan
nilai-nilai universal yang diyakini oleh masyarakat dunia, Indonesia serta
berperspektif teknologi informasi.

Kata Kunci: Aturan Hukum Positif, Penyidikan, Berita Bohong, Media Sosial
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ABSTRACT

THE EXISTENCE OF FORMAL REGULATION FOR SUPPORTING
THE INVESTIGATION OF FAKE NEWS IN SOCIAL MEDIA

By : Primus Adiodatus Abi Bartama

The purposes of this research were to know and examine the existence of formal
regulation for supporting the investigation of fake news in social media, and also to
know and examine the rule of formal regulaion that should be formulated in order
to support the investigation of fake news in social media. The research method used
in this research was normative research method, which was focus on the regulations
to examine consistence and synchronization of regulation with the implementation.
Investigation in criminal procedure law is a series of actions to look for and collect
evidence. This evidence will make clear a crime and find the suspect and be useful
for authentication process. One of the main characteristics of spreading fake news
in social media as a cybercrime is a different process of investigation the same as
in conventional crime. If conventional crime is done physically, the crime of
investigation process is done computerized/paperless, so distinctive procedures are
required in finding and conducting evidences. The existence of positive law rules
in supporting the investigation of the dissemination of fake news in social media is
not sufficient as the basis of optimal implementation in the process of investigating
fake news as one form of information and technology crime (cybercrime) because
there is no specific regulatory provisions concerning who is authorized to handle
documents and/or electronic information as electronic evidence and how the
supervision of electronic documents and/or information as electronic evidence is
conducted. So a rule of formal regulation related to authority and supervision of
documents and/or electronic information should be formulated to support
investigation of spreading fake news in social media by paying attention to
universal values believed by world community, Indonesia and perspective of
information technology.

Keywords: Formal Regulation, Investigation, Fake News, Social Media
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